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BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR  8.2 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 7.3 TAHUN 2019 

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, 

SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang  :  a.  bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik 

Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menegah Atas, dan Sekolah 

Menengah Kejuruan telah diundangkan; 

  b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 

Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah 

Pertama perlu menyesuaikan dengan pedoman 

penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan      

Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik 

Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan 

Sekolah Menengah Kejuruan;  
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  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.3          

Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 

pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah 

Menengah Pertama; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

  3. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penerapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17    

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5157); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan         

Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik 

Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11          

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 

Nomor 11); 
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  11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-

kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 7.3 TAHUN 2019 

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA 

TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.3 Tahun 2019 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah 

Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 7.3) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: 

a. zonasi; 

b. afirmasi; 

c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan 

d. prestasi. 

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 

sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. 

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 

kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. 

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya 

tampung sekolah. 
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(5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan 

kuota 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah. 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan 

jalur zonasi, jalur  afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang 

tua/wali. 

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan 

jalur zonasi, jalur  afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, 

dan jalur prestasi. 

(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur zonasi 

dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: 

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan 

b. zonasi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas 

(4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur zonasi 

dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: 

a. zonasi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan 

b. nilai akademik. 

(5) Penentuan zonasi ditentukan berdasarkan domisili calon peserta 

didik sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga. 

(6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi 

dilakukan dengan mempertimbangkan nilai akademik dan/atau non 

akademik. 

(7) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) 

SMP jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan 

mempertimbangkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, 

atau perusahaan yang mempekerjakan. 

(8) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) 

SMP    jalur    afirmasi     dilakukan     dengan     mempertimbangkan 
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kepemilikan kartu keluarga ekonomi tidak mampu sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi PPDB diatur dengan 

Peraturan Kepala Dinas. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sleman. 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 27 Februari 2020      

BUPATI SLEMAN, 

 

ttd/cap 

 

SRI PURNOMO 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 27 Februari 2020 

PJ. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

 

ttd/cap 

 

HARDA KISWAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 8.2 

 

 


